GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEROLAH

Menimbang

Mengingat

MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIEAN

PROVINSI SULAWEE] SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWES! SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomar 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
maks dalam rangka pelaksanaan tugas tekmis operasional dan
teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Sekolah Menengah Atas Negen;

hahwa sehubungan maksud dalam huruf a, periu menetapkan
Peraturan Gubemnur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri

Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
Undang-Undang Republik [ndonesia Nemor 2U Tahun 2003

I tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tehun 2014 tentang Aperatur Sipil

Megara (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia

Nawmor 5494,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralchir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor S€79);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 702, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomaor 5601);
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturen Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5887);

8. Peraturan Daerah Provinai Sulaweai Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Provinai Sulawesi Selatan

Nomor 293);

MEMUTLUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINS] SULAWESI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

® e e w

o

Daerah adalah Provinei Sulawesi Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Cubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daersh yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Cubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinai Sulawesi Selatan.
Peraturan Gubermnur adalah Peraturan Gubernur Sulawesai Sclatan.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawes: Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Unit Pelaksana Teknis vang selanjutmya disingkat UPT adalah UPT Sekolah
hMenengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinsi Sulawesi Selatan.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.

10. Tuges adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

I1.
12,

Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dan tugas.

Uraian tagas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang
merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Atas Negerl.
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UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, nm.ﬂl':l:lg-n:lﬂﬁng tersebut pada
lampiran yang merupakan bagian tidalk terpisahkan dari Peraturan Gubernur

111,

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala
UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UFT Pendidikan Wilayah
yvang mewilayahi masing-masing UPT.

BAE III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi UPT terdiri dan:
a. Kepala UPT Sekolah;

b. Subbagian Tata Usaha; dan
¢. Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organieasi sebagaimana dimaksud pm:l.n ayat (1), tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahlan dari Peraturan

Cubernur ini,

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugss, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

Kenala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah

Menulgﬂhﬂmaﬂcgm'i.
Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1],

mempunvai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanasn pengelclaan Sekolah Menengah
Atas Negeri;

b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Negeri,

d. pelaksanaan administrasi UPT, dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
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¢, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan UPT untuk rlnmg:mhui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

¢. mengikut rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangen, umum,
perlenghkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Negen;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan
Sekolah Menengah Atas Negeri;

i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar,

j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional
kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan
kerjasama dan peran serta masyarakar,

L. mengoordinasikern dan merumuskan kebijaken terkait pelaksanaan
administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;

m, mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi
dan proses kegiatan belajar mengajar;

n. mengoordinasiican dan menata administrasi ketatausahansn,
kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kunkulum, serta
sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;

0. mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;

p. mengoordinasilkan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait
dan masyarakat;

q. mengoordinasiken dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di
luar jam sekolah;

r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantasuan, pengendalian, dan
evaluas: kebijakan teknis pengeiolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;

s. melaksanakan keoordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT,

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesusai
dengan bidang tugaanya.

Bagian Kedua
Tugsas dan Uralan Tugeas Kepala Bubbagian Tata Usabha

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin ocleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan
teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian,
dan keuangan dalam linglkungan UPT.
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(2) Uraian tugas sebagaimena dimaksud pada ayat (1), mebiputi:

(1]

(2]

a.

b.

e

menyusun rencana kegiamn Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetehui perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT
schingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
kegiatan;

melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan
informassi;

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi kevangan;
mengoordinasikan dan melakukan pelavanan ketatausahaan;
menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan
tatalaksana;

mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengon lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendulkung pelaksanaan tugas dan
fungsi;

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun iaporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan Kebijakan, dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang mugasnya.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
adalah jabatan fungsional vang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil
analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.



111

(2]

(1}

(2]

(3)
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P
BAE VI
» TATA KERJA

Pasal T

¥

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnys berdasarkan kebijakan umum yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentusn peraturan perundang-
undangan.

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh
personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi,
kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikesi, akuntabilitas, transparanasi,
serta efeknvitas dan efisiensi.

Pasal 8

Kepala UPT, Hepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam
lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta
menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat
waktu kepada atasan masing-masing,

Setiap laporan vang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan
dipunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis UPT.

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya,

melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, seria
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/amu sesuai kebutuhan.

Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

pemerintah fswasta terkair, dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan rigas dan fungsi UPT,

BAB VIl
FERGANGEATAN DAN FEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional
di lnpkunpas UPT, d0aksanskan osleh pejabat yang berwenang berdasarian
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIO
EKETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk

mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UFT dapat mm:n:uh:ntuk satuan
tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam

UPT dengan Keputusan Kepala UPT.
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(2] Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau
nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan
kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUOP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.

Diundangkan di Makassar

e, ¢
e A

2TA PKERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 99



LAMPIRAN [T : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2017

TANGOAL : 26 JANUARI 2017
TENTANG . ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGER! PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWES] SELATAN
DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERT PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI BULAWES] SELATAN
NO KAB/KOTA %H::m SATUAN PENGIDIKAN BARL
1 2 3 4
1 |UPT. Wil. Bantaeryg SMA NEGER! 1 BANTAENG SMAN 1 BANTAENG
2 |UPT. WiL Banteng SMA NEGERI 1 BISSAPU ISMAN 2 BANTAENG
3 |UPT. WiL Banmery SMA NEGER! 1 TOMPOBULU SMAN 3 BANTAENG
+ |UPT. WL Bantaeng SMA NEGERI 2 BANTAENG SMAN 4 BANTAENG
5 [UPT. Wil. Bantaeng SMA NEGER! | EREMERASA SMAN 5 BANTAENG
6 |UPT.WiL Bantaeng  |SMA NEGERI 1 ULU ERE SMAN § BANTAENG
7 |uPT. Wil Barru SMAN 1 BARRU SMAN 1 BARRU
&  |UPT. Wit Barru SMAN | SOPFENG RIAJA SMAN 2 BARRU
9 |UPT. WiL Barru SMAN 1 TANETE RILAU SMAN 3 BARRU
10 |UPT. Wil Barru SMAN 1 MALLUSETASI SMAN 4 BARRLU
11 |UPT. Wil. Barru SMAN 1 TANETE RIAIA SMAN 5 BAKRU
12 |UPT. wiL Barry SMAN 2 BARRU SMAN & BARRU
13 |UPT. Wil Bone SMAN 1 WATAMPONE SMAN 1 BONE
14 |UPT. Wil. Bone SMAN | MARE SMAN 2 BONE
15 [UPT. Wil Bone SMAN 2 WATAMPONE SMAN 3 BONE
16 |UPT. Wil Bone SMAN 1 AJANCALE EMAN 4 BONE
17 |UPT. Wil Bone SMAN 1 LAPPARIAJA SMAN § BONE
18 |UPT. wil. Bone SMAN 1 KAHU SMAN 6 BONE
19 |UPT. Wil Bone SMAN 5 WATAMPONE SMAN 7 BONE
20 |UPT. Wil Bone SMAN 3 KAJUARA SMAN B BONE
21 |UPT. Wil Bone SMAN T WATAMPONE SMAN 5 BONE
22 |UPT. Wil Bone SMAN 1 TONRA SMAN 10 BONE
23 |UPT. Wil. Bone SMAN 1 LIBURENG SMAN 11 BONE
24 |UPT. Wil Bone SMAN 1 SIBULUE SMAN 12 BONE
25 |UPT. Wil Bone |SMAN 4 WATAMPONE SMAN 13 BONE
26 |UPT. Wil Bone [SMAN 1 TELLUSIATTINGE SMAN 14 BONE
27 |UPT. Wil. Bone SMAN 1 ULAWENG SMAN 15 BONE
28 |UPT. Wil Bone SMAN 1 AWANGPONE SMAN 16 BONE
20 |uPT. Wil Bone SMAN 1 LAMURU SMAN 17 BONE
30 |UPT. Wil Bone SMAN 1 CINA SMAN 16 BONE
31 [UPT. Wil. Bone SMAN 1 PATIMPERG SMAN 19 BONE
32 |UPT. Wil Bone SMAN 1 AMAL SMAN 20 BONE
33 |uPT, Wil Bone SMAN 1 SALOMEKKD SMAN 21 BONE
34 |UPT. Wil Bone SMAM 2 LIBURENG SMAN 22 BONE
15 |UPT. Wil Bone SMAN 1 BONTOCANI SMAN 23 BONE
36 |UPT. WL Bone SMAN 1 DUA BOCCOE SMAN 24 BONE




NAMA SATUAN PENDIDHEAN

NO EAR/KOTA TAMA BARU

1 z = 3 4
254 [UFT. WIL Talclar SMAN I TAKALAR SMAN 2 TAKALAR
255 |UPT. Wil Takalar SMAN T TAKALAR SMAN 3 TAKALAR
256 |UPT. Wil. Takalar SMAN 1 GALESONG UTARA SMAN 4 TAKALAR
257 |UPT Wil. Takalar SMAN 1 CALESONG SELATAN SMAN 5 TAKALAR
258 |UPT. Wil. Takalar SMAN 1 POLONGBANGKENG UTARA SMAN & TAKALAR
259 (UPT. Wil Talalar SMAN 1 MANGARABOMBANG EMAN 7 TAKALAR
260 JUPT. WIL Takalar SMAN 1 POLOMBANGKENG SELATAN SMAN B TAKALAR
261 JUPT Wil Takalar SMAN 2 POLONGEANGKENG UTARA [SMAN § TAKALAR
262 [UPT. Wil. Takalar SMAN 1 MAPPAKASUNGGU SMAN 10 TAKALAR
263 [UPT. Wil. Takalar SMAK 3 POLONGBARGEENG UTARA SMAN 11 TAKALAR
264 |UPT. Wik Takalar SMAN 2 MAPPAKASUNGGLU SMAN 12 TAKALAR
265 JUFT. Wil Takalar EMAN 2 GALESONG SELATAN SMAN 13 TAKALAR
266 |UPT. Wil Tana Toraja  |SMAN 1 MAKALE SMAN 1 TANA TORAJA
267 |UPT. Wil Tana Toraja  [SMAN 2 MAKALE SMAN 2 TANA TORAJA
268 [UPT. Wil Tana Toraja  [SMAN 1 MENGKENDEK SMAN 3 TANA TORAJA
269 |UPT.Wil. Tana Toraja  [SMAN 1 SANGALLA SMAN 4 TANA TORAJA
270 JUPT. Wil Tana Torafa  [SMAN 3 MAKALE ISH.H.H S TANA TORAJA
271 |UPT.WIL Tana Toraja  [SMAN 1 RANTETAYD Isum & TANA TORAJA
272 |UPT. WAl Tana Tomaja  |SMAN 1 BONGGAKARADENG SMAN 7 TANA TORAJA
273 |UPT. Wil Tana Toraja  |SMAN 1 SALUPUTTI SMAN 8 TANA TORAJA
274 |UPT. Wil Tana Torsja  |SMAN 2 MENGKENDEK SMAN 9 TANA TORAIA
275 |UPT. Wil Tana Toraja  [SMAN 1 MASANDA SMAN 10 TANA TORAJA
276 |UPT. Wil. Tana Turaja  [SMAN 1 BITTUANG SMAN 11 TANA TORAJA
277 |UPT.Wil. Tana Toraja  [SMAN 1 MAPPAK SMAN 12 TANA TORAJA
278 |UPT. Wil Tana Torafa  [SMAN 1 SIMBUANG SMAN 13 TANA TORAJA
279 |UPT. Wil Toraja Usra  |SMA Negeri 1 RANTEPAD SMAN 1 TORAJA UTARA
280 JUPT, Wil Toraja Utara  [SMA Negeri 2 RANTEPAD [SMAN 2 TORAJA UTARA
28] (UPT. Wil Toraja Urara  |SMA Negeri 1 SESEAN SMAN 3 TORAJA UTARA
282 |UPT. Wil Torsja Utara  |SMAN 1 RINDINGALLO SMAN 4 TORAJA UTARA
283 JUPT, Wil, Toraja Utara  |[SMA Negeri 1 TONDON SMAN 5 TORAJA UTARA
284 |UPT. Wil Taraja Umra  [SMAN 1 Kesuy SMAN & TORAJA UTARA
285 |UPT. Wil Toraja Umra  |SMA Negeri 154 DAN SMAN 7 TORAJA UTARA
286 |UPT. Wil Torzja Umra  |SMA Negeri 1 BUNTU PEPASAN SMAN B TORAJA UTARA
287 JUPT. WIL Torsja Uara  |SMA Negeri 1 Nanggala SMAN 9 TORAJA UTARA
288 |UPT. Wil. Waio SMAN 1 SENGHANG SMAN 1 WAJD

SMAN 1 MAJAULENG SMAN 2 WA

289 [UPT. wil. Wajo




NO KAB/KOTA Y TR
1 ] - 4

334 |UPT. Wil Pare-Pare  |SMA NEGER! 3 PAREPARE SMA NEGERI 3 PAREPARE

335 |UPT. Wil. Pare-Pare  |SMA NEGERI 4 PAREPARE SMA NEGERI 4 PAREPARE

336 |UPT, Wil Pare-Pare  |SMA NEGERI SMA NEGER! § PAREPARE
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